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RUU ITE

Kewenangan Pemerintah Ditambah

JAKARTA, KOMPAS — Komisi T
Dewan Perwakilan Bakyat dan
pemerintah akhirnyva sepakat
untuk membavwa  Rancangan
Undang Undang  tentang In-
formasi dan Trnsaksi Elek-
tronik atau ITE ke rapat pari-
purna guna disahkan menjadi
undang-undang,  Tak  hanya
mengubah sejumlah pasal kon-
trowversinl, beberapa pasal baru
ang  mengatur  penambahan
kewenangan pemerintah  dan
penyidik pegiwai negeri sipil
untuk memutus akses lerkait
konten yang didugn melanggar
hukum juga disepakati,
Persetujuan untuk membs-
wi Rancangan Perubahan ke-
dua atan UU Nomer 11 Tahun
2008 tentang TTE ke Rapat
Paripurna DPR diambil dalam
rapat kerja Komisi I DPR de-
ngan Menteri Komunikasi dan
Informatika Budi Arie Seliadi
di Gedung Nusantara T1, Ja-
karta, Rabu 22/11,2023). Da-
lam rapat vang dipimpin Ketua
Komisi | DPR Meutva Halid
itu, sembilan fraksi partai po-
litik di TYPR secara bulat me-
nyepakati selurul daflar nven-
tarisasi masalah (DIM)  yang
telah dibahas bersama peme-
rintah untuk selanjutnya di-
usulkan disahkan menjadi TTT7
dalam Rapat Paripurna DPR.
Abdul Kharis  Almasyvhari,
Ketua Panitia Kerja RUL ITE
Komisi T DIMR menjelaskan,
terdapat 24 poin evisi yang
disepakati Perubahan di anta-
ramya termuat dakum Pasal 27
Ayat (1) mengenal aluran ke-

susilasan, Pasal 27 Ayat (2) ten-
tang perjudian, Pasal 28 Ayal
(1) mengenai pembentahuan
bohong, serta Pasal 28 Avat (2)
lentang ujaran kebencan ber-
dasarkan ras, kebangsaan, etnis,
wama  kulit, agama, keperca-
yvaan, jenis kelamin, serda di-
sabilitag mental dan fisik.

Sejumlah norma tambaban,
seperti larangan pada setiap
orang untuk menentang  ke-
hormatan  atau  nama  baik
orang  dan larangan untuk
mendistribusikan  atau  men-
transmisikan  informasi yang
menguntungkan  diri sendiri
atau orang lain secarn melawan
Juga disepakahi,

Dizepakati pula kewenangan
tambahan  pemerintabh untuk
memerintahkan penyelenggara
sistern elektronik (PSE) me-
mutus akses terhadap  infor-
muasi atau dokumen elektronik
yang melanggar hukum, por-
nograll, dan perjudian. Pem-
bentuk UTT juga memberikan
kewenangan penvidik pegawai
negeri sipl (PPNS) memerin-
tahkan PSE untuk memutus
sementara akses akun media
sosial, rekening bank, vang
elektronik, dan aset digital,

Dengan seluruh  perubahan
itu, Kharis meyakini, fidak ada
lagn pasal multitafsic vang ber-
potensi digunakan untuk
mengkriminalisasi masyarakal.

Budi Arie Setiadl mengata-
kan, pernubahan kedua U TTE
merupakan  kebijakan  besar
untuk menghadirkan ruang di-
gital yang bersih, sehat, ber-

Justru

etika, produktif, dan berkea-
dilan, sama seperti di muang
fisik. Pemenntah bertangoung

Jawab memenuhi hak pengg -

paintemet sekaligus menjumin
kemerdekaan warga dalam me-
nyatakan pikiran serta mem-
beriban jaminan pelindungan
diri pribadi. kehormatan, mar-
Labal, rasa aman, dan ancaman
ketakutan berbuat sesuatu,

Tak sejalan

Kendati DPR dan pemerin-
tah memastikan sudah tidak
ada lagi pasal-pasal kontrover-
sial, masyarakat sipil yang ter-
gabung dalam Koalisi Serius
Revizi ULT ITE menilai regu-
lasi yang dihasilkan masih be-
lum sejalan dengan semangat
revisi UU I'TE Adib Asfar dari
Aliansi Jurnalis Independen
CAJTY mengatakan, pemberian
kewenangan tambahan kepa-
da pemerintah untuk memu-
kus akses bermuatan tertentu
bertentangan  dengan
semangat demokrasi.

Tak hanya itu, Kepala Divisi
Kebebasan Berpendapat
Southeast Asia Freedom of
Expression Network (Safenet)
Nenden Sekar Arum memper-
tanyakan partisipasi bermak-
nia publik mengingat selama
ini pembahasan RUU ITE se-
lalu tertutup, Padahal, keterli-
batan publik dalam pemba-
hasan itu penting guna me-
miastikan pasal-pasal multitaf-
sir yang mengancam demo-
krasi sudah tidak termuat da-
lam revisi UU ITE. (N1A)



